


Menetapkan

4.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 'Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 48);

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan  Belanja
Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024 Nomor
134).

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG

PENGHASILAN PENGULU, PERANGKAT KAMPUNG DAN
URANG TUE DALAM KABUPATEN GAYO LUES TAHUN
ANGGARAN 2024.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

10.

11.

Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Gayo Lues;

Bupati adalah Bupati Gayo Lues;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Gayo Lues;

Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Gayo Lues
melalui Sekretaris Daerah;

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pemerintah Kampung adalah Pengulu atau yang disebut
dengan nama lain dibantu Perangkat Kampung sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;

. Pengulu adalah Pimpinan Kampung yang dipilih secara

langsung oleh masyarakat;

Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya
disebut Urang Tue adalah lembaga yang anggotanya
dipilih secara langsung dari dan oleh  masyarakat
kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh
masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan,
pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di
kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat,
membuat peraturan kampung, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta
melakukan  pengawasan  secara  efektif terhadap
Penyelenggaraan Pemerintah Kampung;

Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban
kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung;
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12.Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan kampung;

13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya

disebut APBKp, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Kampung;

14.Pendapatan adalah semua penerimaan kampung dalam 1

(satu) tahun anggaran yang menjadi hak kampung dan
tidak perlu dikembalikan oleh kampung;

15.Belanja  Kampung adalah semua pengeluaran yang

merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh
kampung;

16.Sekretaris Kampung adalah Perangkat Kampung yang

berkedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat
Kampung yang menjalankan tugas sebagai Koordinator
PPKKp;

17.Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah

Perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur
Staf Sekretariat Kampung yang menjalankan tugas
PPKKp;

18.Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah

19.

Perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai
pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKKp;

Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat
menyimpan uang Pemerintahan  kampung yang
menampung  seluruh  penerimaan kampung dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
kampung dalam 1 (satu} rekening pada bank yang
ditetapkan,;

20. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disebut ADK adalah

dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk
Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah vyang diterima oleh
Kabupaten.

BA™ ™ h



BAB II
PENGHASILAN PENGULU DAN PERANGKAT
KAMPUNG DEFINITIF

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi Pengulu dan Perangkat
Kampung Defenitif terdiri atas:
a. Penghasilan tetap;

b. Tunjangan; dan

c. Penerimaan lain yang sah.

Pasal 3

(1) Pengulu dan Perangkat Kampung Defenitif diberikan
Penghasilan tetap.

(2) Penghasilan tetap Pengulu dan Perangkat Kampung
Defenitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam APBKp yang bersumber dari ADK.

(3) Pengalokasian ADK untuk Penghasilan tetap Pengulu dan
Perangkat Kampung Defenitif dihitung sesuai Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

(1) Penghasilan tetap Pengulu dan Perangkat Kampung
Defenitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan
setiap bulan oleh Pemerintah Kampung.

(2) Komposisi Penghasilan Pengulu dan Perangkat Kampung
Defenitif ditetapkan berdasarkan penghitungan sebagai
berikut:

a. Besaran Penghasilan tetap Pengulu Kampung Defenitif
paling sedikit Rp.2.426.640,- (dua juta empat ratus dua
puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);

b. Besaran Penghasilan tetap Sekretaris Kampung
Defenitif paling sedikit Rp.2.224.420,- (dua juta dua
ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh
rupiah); dan

c. Besaran Penghasilan tetap Perangkat Kampung lainnya
paling sedikit Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima
puluh ribu rupiah).

(3) Perangkat Kampung Defenitif lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
a. Pegawé;
b. Sekretariat Kampung terdiri dari :
1) Kepala Urusan Keuangan; dan

2) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan.
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c. Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari :

1) Kepala Seksi Pemerintahan; dan

2) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
d. Unsur Kewilayahan adalah Kepala Dusun.

(4) Rincian Penghasilan tetap Pengulu dan Perangkat
Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian
dari peraturan ini.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kampung dapat menambah dan mengangkat
Perangkat Kampung sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan;

(2) Penghasilan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam
APBKp selain dari Dana Kampung dan ADK.

BAB 11l
PENGHASILAN PENGULU DAN PERANGKAT

KAMPUNG PERSIAPAN

Pasal 6

Penghasilan yang diberikan bagi Pengulu dan Perangkat
Kampung Persiapan adalah Penghasilan tetap.

Pasal 7

(1) Pengulu dan Perangkat Kampung Persiapan diberikan
Penghasilan tetap.

(2) Penghasilan tetap Pengulu dan Perangkat Kampung
Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APBKp yang bersumber dari ADK.

(3) Pengalokasian ADK untuk Penghasilan tetap Pengulu dan
Perangkat Kampung Persiapan dihitung sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Penghasilan tetap Pengulu dan Perangkat Kampung
Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Kampung.

(2) Komposisi Penghasilan Pengulu dan Perangkat Kampung
Persiapan ditetapkan berdasarkan penghitungan sebagai
berikut:

a. Besaran Penghasilan tetap Pengulu Kampung Persiapan
paling sedikit Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah);

I Besaran.?k 4



b. Besaran Penghasilan tetap Sekretaris Kampung
Persiapan paling sedikit Rp.850.000,- (delapan ratus
lima puluh ribu rupiah); dan

c. Besaran Penghasilan tetap Perangkat Kampung
Persiapan lainnya paling sedikit Rp.700.000,- (tujuh
ratus ribu rupiah).

(3) Perangkat Kampung Persiapan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :

a. Pegawe;
b. Sekretariat Kampung Persiapan terdiri dari :

1) Kepala Urusan Keuangan; dan
2) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan.

c. Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari :

1) Kepala Seksi Pemerintahan; dan
2) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

d. Unsur Kewilayahan adalah Kepala Dusun.

(4) Rincian Penghasilan tetap Pengulu dan Perangkat
Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
TUNJANGAN DAN OPERASIONAL URANG TUE

Pasal 9

Tunjangan dan Operasional Urang Tue dianggarkan dalam
APBKp.
a. Belanja Tunjangan Urang Tue; dan

b. Belanja Operasional Urang Tue;

Pasal 10

(1) Besaran Tunjangan Urang Tue sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 huruf a diberikan kepada :
a. Ketua

b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Anggota

(2) Besaran Tunjangan Urang Tue sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian dari peraturan ini.

R
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BAB V
PENYALURAN

Pasal 11

Penghasilan tetap Pengulu, Perangkat Kampung dan
Tunjangan Urang Tue disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten
kepada Pemerintah Kampung dengan berpedoman pada
Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) dan
Alokasi Dana Kampung Khusus (ADKK).

Pasal 12

(1) Penghasilan tetap Pengulu dan Perangkat Kampung
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 disalurkan oleh
Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kampung
dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Kampung setiap bulan pada tahun anggaran
berkenaan;

(2) Tunjangan Urang Tue sebagaimana dimaksud pada Pasal
11 disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada
Pemerintah Kampung dengan cara transfer dari Rekening
Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung setiap
bulan pada tahun anggaran berkenaan; dan

(3) Tata Cara Pengajuan Penghasilan tetap Pengulu Perangkat
Kampung dan Tunjangan Urang Tue sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan bersama
dengan Penghasilan Tetap Pengulu dan Perangkat
Kampung dan Tunjangan Urang Tue.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi
Pengulu atau Perangkat Kampung, yang bersangkutan
dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi
Pengulu atau Perangkat Kampung, tanpa kehilangan
haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan

(2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi
Pengulu atau Perangkat Kampung pada ayat (1) tidak
mendapatkan penghasilan tetap yang bersumber dari
APBKp tetapi mendapatkan tunjangan lain yang sah dari
APBKp.
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BAB VI

PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 4 Januari 2024 M
22 jumadil Akhir 1445 H

¢ X

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal,

Januari 2024 M

Jumadil Akhir 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

H. JATA









NAMA KECAMATAN DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH KAMPUNG DEFINITIF JUMLAH JUMLAH
o HKAMPUNG PENGULU SEKRETARIS PEGAWE mme;;mzso.ooo mu:l:::éooo/ TUN;&N:NM/ m;::l?t?u '
132} 5 |GAJAH 2.426.640 2.224.420 950.000 4 3.800.000 3 2.850.000 12.251.060 147.012.720
133] 6 |PEPELAH 2.426.640 2.224.420 950.000 4 3.800.000 3 2.850.000 12.251.060 147.012.720
134] 7 |EKAN 2.426.640 2.224.420 950.000 4 3.800.000 3 2.850.000 12.251.060 147.012.720
135 & |pasim ot 2.426.640 2.224.420 950.000 4 3.800.000 3 2.850.000 12.251.060 147.012.720
136] 9 (LIS 2.426.6:0 2.224.420 950.000 4 3.800.000 3 2.850.000 12.251.060 147.012.720
JUMLAH 330.023.040 | 302.521.120 | 129.200.000 | 544 | 516.800.000 | 473 | 449.350.000 | 1.727.894.160 |  20.734.729.920













